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KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

BUPATI NGANJUK,

bahwa guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
terkait dengan pembayaran Dana Kapitasi oleh Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Puskesmas
sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Nomor 6
Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah,
maka perlu menetapkan Pemanfaatan dan Alokasi Dana Kapitasi
Program Jaminan Kesehatan Nasional di Pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dengan Keputusan
Bupati,

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional,;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Penyelenggaraan Jaminan
Sosial;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 111 Tahun 2013;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021;

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional
Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021
tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahum 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DAN ALOKASI
DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pemanfaatan dan Alokasi Dana Kapitasi Program
Jaminan Kesehatan Nasional di Pusat Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

a. untuk pembayaran jasa pelayanan pada puskesmas Kabupaten
Nganjuk ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

b. untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada
Puskesmas Kabupaten Nganjuk ditetapkan sebesar 20% (dua
puluh persen).

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Mei 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,
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